
   PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK 

KECAMATAN SAWAHAN 

DESA SAWAHAN 

 

 

PERATURAN DESA SAWAHAN 

NOMOR 3 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA SAWAHAN, 

 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud 

dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka 

dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

masyarakat Desa;  

  b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu 

dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa 

tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024: 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851);  

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6914);  

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601);  

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai 

Nomor 6757);  

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6321);  

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6202);  

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623);  



  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  

   11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 158);  

   12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);  

   13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1037);  

   14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);  

   15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  

   16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rincian Prioritas 

Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 828);  

    17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 

tentang Pos Pelayanan Teadu (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);  

    18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas 

Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);  

    19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 

3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);  

    20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);  

    21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);  

    22. Peraturan   Bupati  Nganjuk Nomor 35  Tahun  2016  tentang  

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 



Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);  

    23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 40);  

    24. Peraturan  Bupati  Nganjuk  Nomor  50  Tahun  2018  tentang 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2018 Nomor 50);  

    25. Peraturan  Bupati  Nganjuk  Nomor 57  Tahun  2018  tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);  

    26. Peraturan  Bupati  Nganjuk  Nomo r 4  Tahun  2020  tentang 

Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan 

Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 

4);  

    27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 52);  

    28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024);  

    29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 

15);  

    30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2024 Nomor 21);  

    31. Peraturan Desa Sawahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa 

Sawahan Tahun 2023 Nomor 4);   

    33. Peraturan Desa Sawahan Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2024 (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2023 Nomor 6);                           

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN 

dan 

KEPALA DESA SAWAHAN 

 

MEMUTUSKAN: 

 



Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan Desa  

a. Pendapatan Asli Desa Rp. 32.500.000,00 

b. Transfer Rp. 1.145.947.892,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 4.718.000,00 

   

 Jumlah Pendapatan Rp. 1.183.165.892,00 

 

2. Belanja Desa 

- Bidang Penyelenggaraan Rp. 566.909.500,00 

Pemerintahan Desa 

- Bidang Pembangunan Rp. 174.800.000,00 

- Bidang Pembinaan Rp. 23.300.000,00 

Kemasyarakatan 

- Bidang Pemberdayaan Rp. 5.000.000,00 

Masyarakat 

- Bidang Penanggulangan Bencana, Rp. 134.500.000,00 

   Darurat, dan Mendesak Desa 

   

 Total Belanja Rp. 904.509.500,00 

   

 Surplus/(Defisit) Rp. 278.656.392,00 

 

3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Rp. 80.808.420,00 

b. Pengeluaran Rp. 100.000.000,00 

   

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (19.191.580,00) 

 

SiLPA Tahun Berjalan (Selisih      Rp.      259.464.812,00 

Antara Pembiayaan Netto  

Dengan Surplus/Defisit) 

 

Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 



1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari 

: 

a. Lampiran I  : Laporan Keuangan;  

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 

31 Desember Tahun Anggaran 2024;  

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan 

program lainnya yang masuk ke Desa. 

 

Pasal 3 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 

Pasal 4 

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa 

Sawahan. 

 

 

Ditetapkan di Sawahan 

pada tanggal 31 Maret 2025 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Sawahan 

pada tanggal 31 Maret 2025 

 

 

 

, 

 

 

 

 

LEMBARAN DESA SAWAHAN TAHUN 2025 NOMOR 3 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran I  : LAPORAN KEUANGAN 

 

 

LAPORAN ATAS KEUANGAN DESA 

PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA SAWAHAN, KECAMATAN SAWAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

A. Informasi Umum 

Pemerintah Desa Sawahan merupakan desa di Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, saat ini 

Pemerintah Desa Sawahan sebagai berikut: 

1. Kepala Desa : HARMADI, S.Sos 

2. Sekretaris Desa : RENDRA YUDHI KUSUMA, S.Kom 

3. Kaur Keuangan : BAGUS PRIYASTANTO 

 

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga 

perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat 

kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif. 

 

C. Rincian Pos Laporan Keuangan                                                                                                                              

{uraikan pen yang diperlukan} 

1. Pendapatan Asli Desa 

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Hasil Usaha Desa 25.000.000,00 4.000.000,00 21.000.000,00 

Hasil Aset Desa 23.000.000,00 28.500.000,00 (5.500.000,00) 

Swadaya, Partisipasi dan 
Gotong Royong 

0,00 0,00 0,00 

Lain-Lain Pendapatan 
Asli Desa 

0,00 0,00 0,00 

Jumlah 48.000.000,00 32.500.000,00 15.500.000,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

2. Dana Desa 

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa 

selama tahun anggaran   adalah sebagai berikut:                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Dana Desa 1.254.634.000,00 595.138.400,00 659.495.600,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

Penerimaan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah 

70.952.000,00  81.479.400,00  10.527.400,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 



 

4. Alokasi Dana Desa 

Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Alokasi Dana Desa (ADD) 472.227.500,00 469.330.092,00 2.897.408,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

5. Bantuan Keuangan Provinsi 

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PROVINSI JAWA TIMUR adalah sebagai 

berikut:                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Bantuan Keuangan 
Provinsi 

0,00 0,00 0,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

6. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK adalah 

sebagai berikut:                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Bantuan Keuangan 
Provinsi 

0,00 0,00 0,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

7. Pendapatan Lain-lain 

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Penerimaan dari Hasil 
Kerjasama Antar Desa 

0,00 2.359.000,00 (2.359.000,00) 

Penerimaan dari Hasil 
Kerjasama dengan Pihak 
Ketiga 

0,00 0,00 0,00 

Penerimaan Bantuan 
dari Perusahaan yang 
Berlokasi di Desa 

0,00 0,00 0,00 

Hibah dan Sumbangan 
dari Pihak Ketiga 

0,00 0,00 0,00 

Koreksi Kesalahan 
Belanja Tahun-tahun 
Sebelumnya 

0,00 0,00 0,00 

Bunga Bank 3.027.073,00 2.359.000,00 668.073,00 

Lain-lain pendapatan 
Desa yang sah 

0,00 0,00 0,00 

Jumlah 3.027.073,00 4.718.000,00 1.690.927,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

8. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Pegawai 423.073.808,00 421.273.808,00 1.800.000,00 



Belanja Barang dan Jasa 211.490.765,00 137.098.692,00 74.392.073,00 

Belanja Modal 15.572.000,00 8.572.000,00 7.000.000,00 

Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 

Jumlah 648.336.573,00 566.909.500,00 81.427.073,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

9. Belanja – Bidang Pembangunan Desa 

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 

Belanja Barang dan Jasa 253.900.000,00 174.800.000,00 79.100.000,00 

Belanja Modal 308.272.200,00 0,00 308.272.200,00 

Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 

Jumlah 562.172.200,00 174.800.000,00 387.372.200,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

10. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 

Belanja Barang dan Jasa 33.650.000,00 23.300.000,00 10.350.000,00 

Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 

Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 

Jumlah 33.650.000,00 23.300.000,00 10.350.000,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

11. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 

Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 5.000.000,00 280.000.000,00 

Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 

Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 

Jumlah 285.000.000,00 5.000.000,00 280.000.000,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

12. Belanja – Bidang Penanggulanagan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 

Belanja Bidang Penanggulanagan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri:                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 

Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 

Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 

Belanja Tidak Terduga 134.681.800,00 134.500.000,00 181.800,00 

Jumlah 134.681.800,00 134.500.000,00 181.800,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

13. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi 

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut: 

a. Belanja Pegawai                                                                                                                                



Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Kepala Desa 

36.690.792,00 0,00 36.690.792,00 

Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Perangkat 
Desa 

269.502.636,00 0,00 247.858.200,00 

Jaminan Sosial Kepala 
Desa dan Perangkat 
Desa 

28.090.380,00 0,00 30.743.220,00 

Tunjangan BPD 29.100.000,00 0,00 22.200.000,00 

Jumlah 339.292.020,00 0,00 339.292.020,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

b. Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                               

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Barang 
Perlengkapan 

88.799.661,00 0,00 88.799.661,00 

Belanja Jasa Honorarium 224.317.200,00 0,00 224.317.200,00 

Belanja Perjalanan Dinas 55.530.000,00 0,00 55.530.000,00 

Belanja Jasa Sewa 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 

Belanja Operasional 
Perkantoran 

68.765.986,00 0,00 68.765.986,00 

Belanja Pemeliharaan 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 

Belanja Barang dan Jasa 
yang Diserahkan kepada 
Masyarakat 

81.122.700,00 0,00 81.122.700,00 

Jumlah 529.985.547,00 0,00 529.985.547,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

c. Belanja Modal                                                                                                                               

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Modal 
Pengadaan Tanah 

0,00 0,00 0,00 

Belanja Modal 
Pengadaan Peralatan, 
Mesin dan Alat Berat 

0,00 0,00 0,00 

Belanja Modal 
Kendaraan 

0,00 0,00 0,00 

Belanja Modal Gedung, 
Bangunan dan Taman 

0,00 0,00 0,00 

Belanja Modal 
Jalan/Prasarana Jalan 

0,00 0,00 0,00 

Belanja Modal Jembatan 0,00 0,00 0,00 

Belanja Modal 
Irigasi/Embung/Drainas
e/Air 
Limbah/Persampahan 

0,00 0,00 0,00 

Belanja Modal 
Jaringan/Instalasi 

0,00 0,00 0,00 

Belanja Modal Lainnya 407.303.760,00 0,00 407.303.760,00 

Jumlah 407.303.760,00 0,00 407.303.760,00 



{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

d. Belanja Tidak Terduga                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Belanja Tidak Terduga 134.681.800,00 134.500.000,00 181.800,00 

Jumlah 134.681.800,00 134.500.000,00 181.800,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                                                                                               

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Penyelenggaran Belanja 
Siltap, Tunjangan dan 
Operasional 
Pemerintahan Desa 

558.124.573,00 540.837.500,00 17.287.073,00 

Penyediaan Sarana 
Prasarana 
Pemerintahan Desa 

46.762.000,00 8.572.000,00 38.190.000,00 

Pengelolaan 
Administrasi 
Kependudukan, 
Pencatatan Sipil, 
Statistik dan Kearsipan 

12.653.800,00 0,00 12.653.800,00 

Penyelenggaraan Tata 
Praja Pemerintahan, 
Perencanaan, Keuangan 
dan Pelaporan 

23.075.000,00 0,00 23.075.000,00 

Sub Bidang Pertanahan 23.306.400,00 0,00 23.306.400,00 

Jumlah 648.336.573,00 566.909.500,00 81.427.073,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Sub Bidang Pendidikan 196.254.900,00 78.150.000,00 118.104.900,00 

Sub Bidang Kesehatan 167.800.000,00 96.650.000,00 71.150.000,00 

Sub Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

198.117.300,00 0,00 198.117.300,00 

Sub Bidang Kawasan 
Pemukiman 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang Kehutanan 
dan Lingkungan Hidup 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang 
Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang Energi dan 
Sumberdaya Mineral 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 

Jumlah 562.172.200,00 174.800.000,00 387.372.200,00 



{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                                                                                                                               

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Sub Bidang 
Ketenteraman, 
Ketertiban Umum dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

18.424.000,00 0,00 18.424.000,00 

Sub Bidang Kebudayaan 
dan Keagamaan 

22.050.000,00 0,00 22.050.000,00 

Sub Bidang 
Kepemudaan dan 
Olahraga 

2.831.000,00 0,00 2.831.000,00 

Sub Bidang 
Kelembagaan 
Masyarakat 

51.627.196,00 0,00 51.627.196,00 

Jumlah 94.932.196,00 0,00 94.932.196,00 

 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Sub Bidang Kelautan dan 
Perikanan 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang Pertanian 
dan Peternakan 

122.348.800,00 0,00 122.348.800,00 

Sub Bidang Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Desa 

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 

Sub Bidang 
Pemberdayaan 
Perempuan, 
Perlindungan Anak dan 
Keluarga 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang Koperasi, 
Usaha Micro Kecil dan 
Menengah (UMKM) 

0,00 0,00 0,00 

Sub Bidang Dukungan 
Penanaman Modal 

2.217.604,00 0,00 2.217.604,00 

Sub Bidang Perdagangan 
dan Perindustrian 

0,00 0,00 0,00 

Jumlah 166.566.404,00 0,00 166.566.404,00 

 

 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa                                                                                                                                

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Sub Bidang 
Penanggulangan 
Bencana 

8.681.800,00 8.500.000,00 181.800,00 

Sub Bidang Keadaan 
Darurat 

126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 

Sub Bidang Keadaan 
Mendesak 

134.681.800,00 134.500.000,00 181.800,00 



Jumlah 134.681.800,00 134.500.000,00 181.800,00 

 

 

15. Pembiayaan 

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:                                                                                                                                 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Penerimaan Pembiayaan 0,00 80.808.420,00 80.808.420,00 

Pengeluaran Pembiayaan 285.000.000,00 100.000.000,00 185.000.000,00 

Pembiayaan Netto (285.000.000,00)  (19.191.580,00)  (265.808.420,00) 

 

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari: 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 80.808.420,00 80.808.420,00 

Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 

Hasil Penjualan Kekayaan 
Desa Yang Dipisahkan 

0,00 0,00 0,00 

Penerimaan Kembali 
Penyertaan Modal 

0,00 0,00 0,00 

Penerimaan Pembiayaan 
Lainnya 

0,00 0,00 0,00 

Jumlah Penerimaan 
Pembiayaan  

0,00 80.808.420,00 80.808.420,00 

 

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari: 

Uraian Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) 

Pembentukan Dana 
Cadangan 

0,00 0,00 0,00 

Penyertaan Modal Desa 285.000.000,00 100.000.000,00 185.000.000,00 

Setor Kembali Pendapatan 
Transfer 

0,00 0,00 0,00 

Pengeluaran Pembiayaan 
Lainnya 

0,00 0,00 0,00 

Pembiayaan Netto 285.000.000,00 100.000.000,00 185.000.000,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

16. Aset Desa 

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:                                                                                                                                              

Jenis Aset Tetap Tahun 2024 Tahun 2025 Penambahan/ 
(Pengurangan) 

Tanah 0,00 0,00 0,00 

Peralatan dan Mesin 8.572.000,00 0,00 8.572.000,00 

Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 

Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 0,00 

Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 

Konstruksi Dalam 
Pengerjaan 

0,00 0,00 0,00 

Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 

Jumlah Aset Tetap  8.572.000,00 0,00 8.572.000,00 

{uraikan penjelasan yang diperlukan} 

 

17. Penyertaan Modal Desa atau Investasi 



Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:                                                                                                                                              

Uraian Tahun 2024 Tahun 2025 Penambahan/ 
(Pengurangan) 

Penyertaan Modal Desa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


